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Kekuatan hukum surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan merupakan 
surat perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya 
campur tangan notaris. 
Perjanjian merupakan suatu hal yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang 
mempunyai tujuan berbeda-beda dari masing-masing pihak itu sendiri. Akta dibawah 
tangan dalah akta yang dibuat oleh para pihak itu sendiri tanpa adanya campur tangan 
notaris. 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui kekuatan hukum surat 
perjanjian utang piutang yang dibuat dibawah tangan. (2) Untuk mengetahui 
perlindungan hukum dari surat perjanjian utang piutang yang dibuat dibawah tangan.   
Jenis penelitian adalah penelitian keperpustakaan (library reserch), 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan nomatif, teknik pengumpulan data 
melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjikan bahwa : (1) Kekuatan hukum surat perjanjian 
hutang piutang yang dibuat dibawah tangan merupakan alat bukti surat yang berupa 
akta yang dibuat dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna 
dan sah sesuai dengan ketentuan dan syarat perjanjian dalam undang-undang, 
perjanjian tersebut mengikat para pihak yaitu kreditur dan debitur ; (2). Perlindungan 
hukum kepada kreditur jika debitur wanprestasi dengan perjanjian hutang piutang 
yang dibuat dibawah tangan merupakan perlindungan sebagai kreditur konkuren 
dalam hal ini kreditur konkuren akan mendapatkan pelunasan sesuai dengan 
ketentuan yang ada.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan 







 The legal force agreement made under the hand is an agreement made and 
agreed by both parties without the intervention of a notary. 
 Agreement is something agreed upon by both parties who have different 
goals from each party itself. Deed under the hand is a deed made by the parties 
themselves without the intervention of a notary. 
 This study aims: (1) To study the legal strength of the debt agreement 
agreement made under the hand. (2) To study the legal protection of debt and debt 
agreement agreements made under the hand. 
 This type of research is library research (library research), the approach 
used is a nomative approach, data collection techniques through the study of 
documentation and analyzed qualitatively.  
 The results of this study indicate that: (1) The legal strength of a debt and debt 
agreement agreement made by hand is evidence of a letter in the form of a deed made 
by hand that has a perfect and valid proof of value according to the terms and 
conditions of the agreement in the law, the agreement it is binding on the parties, 
namely creditors and debtors; (2). Legal protection to creditors if the debtor defaults 
with a debt agreement made under the hand are protected as a concurrent creditor in 
this case the concurrent creditor will get the repayment by the existing provisions 
after the repayment of the preferred creditor. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties who need the environment 
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A. Latar Belakang  
Dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia sering kali melakukan 
kerjasama, karena antara manusia dengan manusia yang lain saling 
membutuhkan. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau 
ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang kemudian di melakukan 
negosiasi untuk mencapai satu tujuan yaitu kesepakatan. Perumusan hubungan 
perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi 
diantara para pihak. Melalui  negosiasi para pihak berupaya menciptakan 
bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan  sesuatu yang 
diingankan atau kepentingan melalui proses tewar menawar.1 
Oleh karena itu mereka melibpatkan dirinya untuk membuat suatu 
perjanjian yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak tersebut, salah satu 
bentuk dari perjanjian adalah pinjam meminjam maupu hutang piutang antara 
dua orang yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. 
Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal.2 Sehingga akibat dari peristiwa ini, timbulah suatu 
hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini 
berupa suatu rangkaian perikatan yang mengikat dan mengandung janji-janji 
                                                             
1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azaz Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, 
Yogyakarta:  Laksbang Mediatama, 2008, hlm 1 
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atau kesanggupan yang diucapkan atau pun ditulis dan dipersetujui kedua belah 
pihak. 
Suatu perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan 
perikatan,  memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada 
juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang.3 Pada dasarnya perikatan dapat 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dan perikatan  tersebut dapat segera 
dilakukan. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini disebut perikatan 
bersahaja atau perikatan murni.4 Perikatan juga dapat dihapus dengan ketentuan 
pada pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Dalam eksistensi pelaksanaan sebuah perjanjian sebagai salah satu 
perikatan yang dapat kita temui dengan berlandasan pada ketentuan pasal 1233 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Bahwa :  
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 
Undang-Undang. Pada  ketentuan ini ditegaskan lagi dalam rumusan 
ketentuan pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang 
menyatakan bahwa : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih.” 
Dapat diartikan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk 
menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban. Perjanjian 
merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 
suatu akibat hukum dan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua 
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 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1 
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pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat 
hukum.5 
Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata 
sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana 
ketentuan pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata. Kehendak para 
pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar 
pengikatannya suatu perjanjian.6 
Suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian yang sah apabila telah 
memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata.7 Ketika seseorang melakukan perjanjian apabila salah satu 
syarat yang ada dalam pasal tersebut tidak di penuhi maka perjanjian tersebut 
dapat dibatalkan atau pun  batal demi hukum. Sehingga setiap pelaksanaan 
perjanjian oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan dengan perusahaan, 
perorangan dengan perusahaan maupun perorangan dengan perorangan harus 
memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam uandang-undang 
maupu syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  
Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan pinjam meminjam uang sering 
dilakukan oleh beberapa kalangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup, perjanjian merupakan perjanjian pinjam meminjam atau lazimnya 
disebut dengan perjanjian hutang piutang. Dalam kamus besar bahasa 
                                                             
5
 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogjakarta: Liberty, 1985, hlm 97-
98 
6
 Suharnoko,Hukum Perjanjian:Teori Dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana, 2004, hlm 3 
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Indonesia, piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari 
seseorang) hutang piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang 
dipinjamkan kepada orang lain.  
Pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata :  
“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 
keadaan yang sama pula. Dalam peraturan tersebut seseoarang yang 
meminjam uang ataupun barang harus mengembalikannya sesuai 
sejumlah yang di pinjamnya dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.” 
Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan 
pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah hutang. 
Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, 
sedangkan pihak yang lain  menerima pinjaman uang. Hutang yang 
dipinjamkan akan dikembalikan dengan jangka waktu sesuai dengan yang 
diperjanjikannya.8 
Perjanjian hutang piutang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan 
oleh dua orang atau lebih antara kreditur dan debitur yang memuat sebuah 
perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur dimana debitur yang 
melakukan perjanjian akan akan berjanji melakukan pembayaran hhutangnya 
pembayaran kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati dan juga 
memuat denda keterlambatan apabila pihak debitur terlambat dalam 
                                                             
8
 Gatot Supramono, S.H., M.Hum. Perjanjian Hutang piutang, Cetakan ke 2, Jakarta: Kencana 





melaksanakan kewajibanya dalam membayar hhutangnya kepada pihak 
kreditur. 
Dalam sebuah perjanjian ada beberapa subjek hukum merupakan pihak 
pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dan mendukung 
melakukan hak dan kewajiban di dalam perjanjian. Pada pasal 1313 Kitab 
Undang Undang Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah perbuatan yang 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih”, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud perorangan bukan 
hanya orang perorangan atau individu saja tetapi sebuah badan hukum yang 
merupakan sekumpulan orang dalam suatu badan hukum.   
Dalam suatu kegiatan hutang piutang telah dilakukan sejak lama pada saat 
masyarakat telah menggunakan uang sebagai alat pembayaran di lingkungan 
sekitar. Sejak saat itu uang adalah alat terpenting dalam kehidupan 
bermasyarakat dalam proses jual beli, tetapi rendahnya ekonomi dalam keluarga 
sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam. 
Perjanjian hutang piutang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat 
yang ada di era sekarang, bahkan hampir semua orang melakukan kegiatan 
hutang piutang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung 
kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannaya. 
Dalam tindakan hutang piutang tersebut, pasti sering terjadi konflik antara 
kedua belah pihak tersebut yang biasanya disebabkan oleh salah satu pihak baik 





Dari waktu kewaktu kebutuhan setiap  masyarakat semakin berkembang, 
sehingga mengakibatkan suatu perundang-undang harus disesuaikan dengan 
keadaan masyarakat saat ini, perubahan zaman yang sangat pesat tetapi 
pengetahuan akan adanya hukum dan masyarakat yang kurang terhadap 
informasi dalam perubahan peraturan sangatlah kurang. Sehingga seseorang 
hanya mengandalkan rasa saling percaya.  
Dalam kehidupan bermasyarakat apa lagi dalam kehidupan di kalangan 
masyarakat menengah ke bawah tentunya rasa saling percaya dari masing-
masing individunya masih teramat sangat kental sekali. Sehingga dalam sebuah 
perjanjian hutang piutang dari pihak kreditur sangat percaya dengan pihak 
debitur oleh karena itu perjanjian untang pihutang tersebut sering kali tidak 
menggunakan bukti yang berupa surat perjanjian yang dibuat di hadapan 
notaris. Sehingga disini seringkali dari pihak debitur sewenang-wenang dalam 
menjalankan kewajibannya, misalnya tidak membayar hhutang sesuai waktu 
yang ditentukan. Di sini tentunya pihak kreditur merasa kerugian. 
Oleh sebab itu penulis meneliti adanya perjanjian hhutang piutang antara 
perorangan dengan perorangan yang melakukan perjanjian dibawah tangan. 
Mendasar hal-hal tersebut diatas dengan apa yang penulis temui dilapangan, 
maksud penulis tersebut untuk mengangakat judul “Kekuatan Hukum Surat 
Perjanjian Hutang piutang Yang Dibuat Dibawah Tangan”. 
B. Rumusan Masalah 






2. Bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur jika debitur wanprestasi 
sementara dengan perjanjian hutang piutang dibuat di bawah tangan? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah 
1. Untuk Mengkaji kekuatan hukum perjanjian hutang piutang yang dibuat 
dibawah tangan. 
2. Untuk Mengkaji perlindungan hukum kreditur jika terjadi wanprestasi 
terhadap hutang piutang yang dibuat di bawah tangan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini dapat memberi manfaat sumbangan pemikiran dalam ilmu 
hukum bagi perkembangan hukum perjanjian khususnya tentang masalah 
kekuatan hukum perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah tangan. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau masukan 
kepada masyarakat, maupun bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan 
perjanjian hutang piutang yang dibuat di bawah tangan. 
E.  Tinjauan Pustaka 
Adapun jurnal ataupun penelitian yang berhubungan dengan laporan skripsi 
ini antara lain: 
       Bagus Noor Adi Setiawan, 2014, Kekuatan Mengikatnya Pembuktian 
Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di 
Pengadilan Negeri Surakarta). Akta dibawah tangan merupakan akta yang 
dibuat untuk pembuktian sebuah perjanjian oleh para pihak yang mengikat 





kekuatan mengikat alat bukti akta dibawah tangan dalam sidang pemeriksaan 
perkara perdata bahwa surat perjanjian hutang piutang yang diajuakan oleh 
penggugat merupakan alat bukti surat berupa “akta dibawah tangan” yang 
mempunyai nilai yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga. (2) 
Pertimangkan hakim dalam menentukan pembuktian akta dibawah tangan 
terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di 
Pengadilan Negeri yaitu akta dibawah tangan yang diajukan oleh penggugat 
yaitu surat perjanjian hutang piutang yang merupakan alat bukti surat berupa 
“akta dibawah tangan” mempunyai nilai pembuktian yang sempuna seperti 
suatu akta otentik.  
       Risal Nur Hantato, 2017, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Dibawah 
Tangan Dengan Jaminan Fidusia. Keabsahan akta dibawah tangan tidak hanya 
sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat 
hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu 
sendiri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta dibawah tangan ditentukan 
menurut Hukum Perdata dan Para Pihak yang bersangkutan. Perlindungan 
hukum ketika jaminan fidusia itu tidak didaftarkan sangat tergantung kepada 
kekuatan pada akad perjanjian, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan 
maka perlindungan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta 
dibawah tangan, sedangkan apabila dibuat oleh atau dihadapan Notaris maka 
dengan sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehinga kekuatan hukumnya 
sesuai dengan perlindungan terhadap akta otenteik. Yaitu dengan cara 





 Bresima Nwarasawati, 2017, Jaminan Dalam Perjanjian Utang 
Piutang. Jamianan adalah dari pihak debitur yang menjadi by te operation law 
dan mandatory rule setiap barang bergerak maupun tidak bergerak milik 
debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Perjanjian hutang 
piutang harus ada jaminannya, perjanjian tersebut harus dapat mengcover 
segala perjanjian hutang piutang supaya dikemudian hari tidak ada yang 
mengalami kerugian karena jaminan hutang piutang tidak sesuai dengan 
hutangnya yang cukup besar tetapi harga jaminannya tidak cukup melunasi 
hutangnya jika debitur melakukan wanprestasi.  
        Berdasarkan dari beberapa referensi yang telah diuraikan maka penulis 
berusaha membuat penelitian yang bertujuan untuk menganalisa kekuatan 
hukum perjanjian hhutang piutang yang dibuat dibawah tangan untuk 
menghindari hal-hal yang tidak sehat dalam praktek Jenis penelitian ini adalah 
penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder 
yang diperoleh dari bahan hukum primer. Cara pengumpulan data dilakukan 
dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Data dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa pada prakteknya kreditur sering tidak terlindungi 
secara hukum dan menjadi pihak yang dirugikan karena tidak memiliki 
kepastian hukum apabila terjadi permasalahan. Dari hasil penelitian ini 
disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian hhutang piutang, kreditur 
memiliki hak pengembalian barang yang telah di utangkan. 





Metode dipahami sebagai jalan atau cara untuk memikirkan dan 
memeriksa sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk 
memahami objek yang menjadi saran ilmu yang bersangkutan. Penelitian 
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi 
yang dilakukan secara metodelogis sistematis dan konsisten.9 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian keperpustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat 
diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian meggunakan library 
research karena penelitian ini mengutamakan peraturan dan norma yang berlaku 
di masyarakat. 
2. Pendekatan Penelitian 
Sehubungan dengan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum 
Perpustakaa, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif 
yang biasanya digunakan untuk meninjau permasalahan hukum normatif (boleh 
atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Penelitian normatif adalah 
penelitian yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang di atur dalam Undang-
Undang. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data 
Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh 
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oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga 
dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data 
dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan data 
sekunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif 
yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori. 
Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan 
adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi 
dokumentasi yaitu pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang 
ada dalam hipotesis. Study perpustakaan pengumpulan data penelitian yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa data, dokumen-dokumen 
atau keputusan yang dapat memberikan  informasi atau keterangan yang 
dibutuhkan oleh peneliti. 10 
5.  Metode Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan suatu tahapan ilmiah 
dilakukan dengan cara kualitatif, yakni dibandingkan atau diterapkan ke dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin), 
serta teori-teori hukum lainnya. Akhir dari pembahasan penelitian ini akan 
ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali 
oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
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G. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian yang Berjudul “KEKUATAN HUKUM SURAT 
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DIBUAT DI BAWAH 
TANGAN” akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-
masing terdirir dari sub-sub bab dengan sususnan sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.  
BAB II  Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang teori-teori dan 
peraturan peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-
masalah yang akan dibahas yaitu tentang Kekuatan hukum dalam perjanjian. 
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan 
hasil penelirian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Perorangan 
Dalam Perjanjian Hutang piutang Yang Dibuat Di Bawah Tangan. 
BAB IV Penutup, Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan 








A. Gambaran Umum Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan 
perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau pihak dalam 
perjanjian. kewajiaban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, 
memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntuk 
pelaksanaan prestari dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. 
pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak 
dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian 
tersebut.11 
Objek perikatan adalah hak yang dimiliki oleh keditur dan kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh debitur. para pihak tersebut memiliki objek perikatan 
yang berupa prestasi, yaitu hal yang haru di penuhi dalam perikatan. Sedangkan 
subjek perikatan adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu 
perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiaban atas 
prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antara lain. schold, yaitu hutang 
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debitur kepada debitur dan hafting , yaitu harta kekayaan debitur yang 
dipertanggung jawabkan bagi pelunasan hutang.12 
Perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana 
hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang diambil baik 
(dengan kedua belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian, 
dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan dengan 
kewajibkan berprestasi yang saling timbal balik.13 
Definisi dari perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang 
yang berjanji kepada orang lain, orang  saling berjanji untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret 
dan dapat diamati baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun 
tidak tertulis.14  
Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 
Selain dari perjanjian perikatan juga dilahirkan dari undang-undang, pada pasal 
1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : 
“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 
undang-undang.” 
Perikatan lahir karena undang undang dan perikatan yang lahir karena 
perjanjian. Tetapi pada kenyataanya yang paling banyak adalah perikatan yang 
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lahir karena perjanjian. Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, 
untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata).15 
Berdasarkan pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
yang menyatakan bahwa:  
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” 
Maka dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat 
menekankan pada kewajiaban pemenuhan perikatan, yang dikelompokan 
menjadi tiga macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, 
melakukan sesuatu dan tau untuk tidak melakakukan sesuatu. 16 
Ada perbedaan perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan 
perikatan yang bersumber dari undang-undang yaitu : 
1. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang 
memberikan hak dan meletakan kewajiban kepada para pihak yang membuat 
perjanjian berdasarkan atas pemauan dan kehendak sendiri dari para pihak 
yang bersangkutan mengikatkan diri tersebut, 
Contohnya : Melanggar peraturan lalulintas, sedangkan 17 
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi 
karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan 
hukum yang menimbulkan hak dan kewajjiban diantara para pihak yang 
                                                             
15
 R. Soeroso, S.H, Perjanjian Dibawah Tangan, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 4 
16
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan  pada  umumnya, Jakarta : PT Grafindo 
Persada, 2004, hlm 19 
17





bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak 
yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-
undang. 
Contohnya : melahirkan anak dalam suatu perkawinan.18 
Selain itu ada beberapa ahli hukum merumuskan definisi perjanjian yang 
lebih lengkap, yaitu : 
1. Subekti 
“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 
lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 
hal.”19 
2. KRMT Tirtodiningrat 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara 
dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat 
dipaksakan oleh undang-undang.20 
3. Abdulkadir Muhammad 
“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih 
saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 
kekayaan”21 
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4. Handri Raharjo 
“Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan 
yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, 
dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya 
sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga 
dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 
prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak 
tersebut serta menimbulkan akibat hukum.”22 
5. Salim H.S. 
Pengertian perjanjian menurut Salim.H.S definisi perjanjinjian yang di 
jelaskan tersebut memiliki kekurangan sebagai berikut:  
a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, 
b. Tidak tampak asas konsensualisme, 
c. Bersifat dualisme.23 
2. Para Pihak Perjanjian Dalam Perjanjian Hutang piutang 
Pengertian kreditur dan debitur diatur dalam Pasal 1 angkat 2 Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Hutang, kreditur adalah orang yang mempunyai pihutang karena 
perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. 
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Sedangan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau 
undang-undang untuk pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Debitur 
adalah orang atau badan hukum yang memiliki hhutang kepada bank atau 
lembaga pembiayaan lainya karena perjanjian atau karena undang-undang.
24
  
Kreditur di bagi menjadi 3 jenis yaitu : 
1) Kreditur konkuren 
Kreditur konkuren merupakan kreditur yang mempunyai hak sama dengan 
kreditur lainnya dalam menerima pelunaasan tanpa ada yang diistimewakan, 
pelunasan dihitung berdsarkan besar kecilnya pihutang masing-masing 
dibandingkan dengan pihutang mereka keseluruhan, terhadap seluruh harta 
kekayaan tersebut.  
2) Kreditur preferen 
Kreditur preferen merupakan kreditur yang diistimewakan untuk mendapat 
pelunasannya terlebih dahulu.  
Hak istimewa diatur dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yaitu : 
“ hak istimewa adalah suatu hak yang diperoleh undang-undang 
diberikan kepada seorang berpihutang sehingga tingkatannya lebih 
tinggi dari pada orang berpihutang lainnya semata-mata karena sifat 
berpihutangnya.” 
“gadai dan hipotik adalah hak lebih tinggi dari pada hak istimewa, 
kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-udang ditentukan 
sebaliknya.” 
3) Kreditur sparatis 
Kreditur sparatis merupakan kreditur yang memegang jaminan kebendaan 
dan diistimewakan untuk menjual atau mengeksekusi objek agunan sendiri, 
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tanpa putusan pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
disebut dengan nama gadai dan hipotik. 
Dalam sebuah lembaga peminjaman adalah gadai maka bendayang 
berhaga sebagai jaminanya seperti emas. Sehingga dalam jaminan fidusia yang 
merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dengan kreditur 
untuk perjanjian hal sebagai berikut : 
1. Jaminanyang bersifat kebendaan adalah adanya benda tertentu yang 
dijadikan agunan. 
2. Jamian yang bersifat perorangan adalah adanya orang yang sanggup 




3. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang piutang 
 Dalam perjanjian seperti perjanjian hutang piutang, hak dan kewajiban 
kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur 
merupakan kewajiban debitur dilain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban 
kreditur merupakan hak debitur. Kewajiban para dalam melakukan perjanjian 
hutang piutang sebagai berikut : 
1. Kewajiban Kreditur  
Dalam sebuah perjanjian timbal balik seperti halnya perjanjian hutang 
piutang, hak dan kewajiban kreditur bertimabl balik dengan hak dan kewajiab 
debitur. Hak kreditur disuatu pihak, mrupakan kewajiban debitur dilain pihak, 
begitu pula sebaliknya. 
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Perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1759 Juncto 
Pasal 1761 KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, 
pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada 
debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga pasal 1761 Kitab 
Undang Undang Menentukan sebagai berikut : 
a. Uang yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai pinjaman. Sebelum 
lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali 
oleh kreditur. 
b. Apabila dalam perjanjian hutang piutang tidak ditentukan jangka wakttu, 
dan kreditur menuntut pengembalian hutang, caranyadengan mengajukan 
gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan 
jangka waktu pengembalian hutang, dan mempertimbangkan keadaan 
debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar hutang. 
c. Jika dalam perjanjian tersebut ditemukan pihak debitur akan 
mengembalikan hutang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga 
harus mnuntut pengembalian hutang melaui pengadilan, hakim setelah 
mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu 
pengembalian tersebut. (pasal 1761 Kitab Undang Undang Hukum 
Perdata). 26 
2. Kewajiban Debitur 
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Kewajiban debitur dalam perjanjian hutang piutang sebenarnya tidak 
banyak, pada pokoknya mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama, 
disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan yang sebagimana diatur dalam Pasal 1763 KUH 
Perdata.27 
Pasal 1763 menerangkan : 
“siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya 
dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. 
4. Asas-Asas Perjanjian 
Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau 
merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat didalam 
sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim 
yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukan dengan mencari sifat-sifat 
hukum dan peraturan yang konkrit tersebut.28 
Menurut R. Soeroso, S.H asas asas dari suatu perjanjian antara lain 
1. Asas tidak boleh main hakim sendiri 
Yang dimaksud dengan tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan 
untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-
wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau 
meminta bantuan hakim, sehingga akan menimbulkan kerugian. Pleh karena 
itu,tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan oleh hukum.pihak yang 
merasa dirugikan dapat melakukan eksekusi yang disebut reel executie, bahwa 
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kresditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah dijanjikan, atas biaya 
debitur. Namun, hal tersebut atas dengan kuasa atau izin hakim. 
Berbeda halnya dengan parate executie, yaitu kreditur dapat melakukan 
eksekusi atau eksekusi secara langsung tidak melalui hakim. Hal ini bisa saja 
terjadi misalnya dalam hal hipotik atau gadai. Karena mengenai hal ini 
sebelumnya atau sejak awal sudah diperjanjikan oleh para pihak, yang 
merupakan syarat atau klausul yang secara tegas telah disiapkan dan 
dicantumkan dalam perjanjian. 
2. Asas kebebasan berkontrak 
Hukum benda dikatakan mempunyai sistem hukum yang terbuka, 
sedangkan hukum perjanjian mempunyai sistem hukum terbuka. Sistem 
tertutup hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah 
terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu, bersifat 
memaksa sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan 
bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 
Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum 
pelengkap optional law yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh 
dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat 
perjanjian itu. 
3. Asas konsendualisme 
Lahirnya perjanjian sejak detik kesepakatan,atau dengan perkataan lain 





pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Tidak berlebihan kalau disini 
ditengahkan apa yang dinamakan perjanjian formil, yaitu perjanjian yang 
diharuskan secara tertulis seperti perjanjian perdamaian atau dengan akta 
notaris perjanjian menghibahkan benda tetap.
 29 
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat 
tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak 
mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjannjian. Sepakat 
adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa 
yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh 
pihak yang lain meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua 
kehendak itu bertemu satu sama lain. 
Menurut ajaran yang paling tua, haruslah dipegang teguh tentang adanya 
sesuatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua 
kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian. Dalam suatu 
masyarakat kecil dan sederhana, dimana kedua belah pihak berjumpa atau hadir 
sendiri dan pembicaraan diadakan secara lisan, ukuran tersebut masih dapat 
dipakai, tetapi dalam suatu masyarakat yang sudah ramai dan modern, ukuran 
tersebut tak dapat dipertahankan lagi.  
Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, istilah 
„semua perjanjian‟ berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukan 
bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi 
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juga perjanjian yang tidak bernama. Kedua, istilah „secara sah‟, artinya bahwa 
pembentuk undang-undang menunjukan bahwa pembuatan perjanjian harus 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai 
undang-undang bagi para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. 
Ketiga, istilah „iktikad baik‟ hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada 
debitor dan kedudukan antara kreditor menjadi seimbang ini merupakan 
realisasi dan asas keseimbangan.30 
5. Unsur-Unsur Perjanjian 
Menurut R. Soeroso, S.H perjanjian memiliki 3 (tiga) unsur yaitu: 
1. Unsur Esensialia 
Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian , tanpa 
adanya unsur esensialia maka tidak adanya perjanjian. Contohnya dalam 
perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena 
tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, 
perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang 
diperjanjiakan. Unsur Naturalia. 
Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. 
Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka 
undang-undanglah yang mengaturnya. Jadi, unsur naturalia unsur yang selalu 
dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak 
dijanjiakan catatan tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam Kitab 
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Undang Undang Hukum Perdata bahwa penjual harus menanggung catatan 
tersembunyi. 
2. Unsur Aksidentalia 
Unsur Aksidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak 
jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam perjanjian jual beli 
dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lali dalam membayar 
hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila 
debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah 
dibeli dapat ditarik kembali oleh debitur tanpa melalui pengadilan. Demikian 
pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, 
yang bukan merupakan unsur esensial dala perjanjian.
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6. Syarat Sah Perjanjian 
Syarat sah perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyatakan: 
“ Untuk syarat sah perjanjian diperlukan empat syarat: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal.” 
Kedua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena 
mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 
dua syarat yang terlahir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai 
objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 
1. Kesepakatan 
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Kesepakatan ialah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, artinya 
kedua belah pihak dalam satu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas 
untuk mengikatkan diri, dan kemampuan itu harus dinyatakan dengan tegas 
atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila 
dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan. 
2. Kecakapan  
Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. 
Menurut hukum, kecakapan ternasuk kewenangan untuk melakukan tindakan 
hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk 
membuat perjanjian kecuali orang-orang menurut undang-undang dinyatakan 
tidak cakap. 
Pihak pihak atau orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian 
yaitu : 
a. Orang-orang yang belum dewasa 
Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah orang-orang yang belum 
genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin diatur dalam pasal 330 Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata, tetapi apabila seseorang berumur dibawah 
21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. 
pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi :  
“belum dewasa adalah mereka yang belum umur genap dua puluh satu 
tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.  
Apabila perkawinan itu telah dibubarkan sebelum umur mereka genap 
dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam 





 Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang 
tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur 
dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini.  
b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan 
Seseorang yang kurangnya daya fikir dalam melakukan beberapa hal, 
dalam arti orang tersebut mempunyai kekurangan mental sehingga seseorang 
tersebut dikatakan tidak cakap hukum walaupun ia usianya sudah dewasa. Oleh 
sebab itu seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan tidak dapat melakukan 
perbuatan hukum dengan harta kekayaannya, tetapi apa bila melakukan 
perkawinan tetap sah. 
c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yeng ditentukan undang-undang 
dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilaranng untuk 
membuat persetujuan tertentu. 
3. Suatu hal tertentu 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal tertentu adalah: 
a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus 
suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni palig 
sedikit ditentukan jenisnya (pasal 1333 Kitab Undang Undang Hukum 
Perdata; 
b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 
menjadi pokok suatu perjanjian (pasal 1332 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata). 





Meskipun siapa saja yang dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada 
pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata).
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Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akibatnya ialah bahwa 
dengan tidak terpenuhinya persyaratan subjektif (kesepakatan dan kecakapan) 
maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan 
sedangkan apabila yang tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu 
dan suatu sebab yang halal) maka perjanjian batal demi hukum.33 
Mengenai batal demi hukum atau batal dengan sendirinya adalah apabila 
persyaratan objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) tidak 
terpenuhi. Ini berati bahwa perjanjian tersebut seolah-olah tidak pernah ada, 
atau sejak semula secara yuridis tidak pernah ada perikatan. Ini berati pula 
bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan tuntukan hukum terhadap pihak 
yang lain, karena tidak ada dasar hukumnya. Sehubungan dengan hal tersebut 
maka hakim karena jabatannya diwajibkan mengatakan bahwa tidak pernah ada 
perjanjian atau perikatan.34 
7. Jenis-Jenis Perjanjian 
Menurut R. Soeroso, S.H. ada beberapa perdedaan perjanjian yaitu : 
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a. Menurut hukum bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi sebagai 
berikut.  
1) Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban (pasal 1314 Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata). 
2) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 
3) Perjanjian konsesual dan perjanjian riil. 
4) Perjanjian formil.  
b. Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima 
manfaat bagi dirinya sendiri, Contohnya : Hibah, perjanjian pinjam pakai 
Cuma-Cuma, penitipan barang Cuma-Cuma. 
Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing 
pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 
c. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu 
pihak saja, sedangkan pada pihak lainnya hanya ada hak saja, contohnya 
hibah. 
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban 
kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibannya itu mempunyai 
hubungan satu dengan yang lain, contohnya perjanjian jual beli, perjanjian 
sewa menyewa. 
d. Perjanjian konsensuil adalah perjanjia yang lahir cukup dengan adanya kata 





Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi 
pokok perjanjian telah diserahkan, contohnya : perjanjian hutang piutang, 
pinjam pakai. 
Perjanjian formil aadalah perjanjian yang dibuat secara sepakat juga harus 
dituangkan dalam bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu, contohnya 
perjanjian kawin 
e. Selain itu masih ada 2 (dua) perjanjian, yakni perjanjian oleh undang-undang 
diberikan suatu nama khusus (perjanjian bernama) dan perjanjian yang 
dalam undang-undang tidak dikenal dengsn suatu nama tertentu (perjanjian 
tidak bernama) Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 
Aturan yang mengatur perjanjian bersifat terbuka jadi setiap orang bebas 
untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
f. Perjanjian bernama, contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pijam 
meminjam, dan sebagainya. Perjanjian pinjam meminjam bukan lagi hal 
yang asing bagi setiap masyarakat, perjanjian pinjam meminjam sering 
dilakukan bagi banyak kalangan masyarakat menengah kebawah maupun 
menengah keatas. Pinjam meminjam dilakukan dengan tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan maupun kepentingan dari masing-masing individu. 
Dikalangan masyarakat menengah kebawah penjam meminjam 
dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mesing-masing 
dari individu itu sendiri, dengan keterbatasan pengetahuan pinjam maka 





undang-undang. Sehingga dalam melakukan perbuatan hukum seperti halnya 
pinjam meinjam seseorang hanya mengandalkan kepercayaan dari masing-
masing pihak. 
Perjanjian tidak bernama, yakni perjanjian yang dalam paktik sehari-
hari ada tetai tidak diatur dalam udang-undang secara khusu, contohnya 
perjanjian sewa beli, perjanjian jual beli secara menyicil/angsuran, perjanjian 
franchise, dan lain-lain.
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8. Hutang piutang 
Chairuman Pasaribu dan Lubis Suhrawedi K menyebutkan Hutang 
piutang adalah memberikan sesuatu  kepada seseorang dengan perjanjian dia 
akan membayar yang sama dengan yang itu.36 
Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian 
pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang 
Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang 
berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 
macam dan keadaan yang sama pula.37 
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Perjanjian hutang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian 
pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata 
menyebutkan, “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang 
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang 
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 
keadaan yang sama pula”.38 
Perjanjian hutang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak 
dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Intinya dari 
perjanjian hutang piutang adalah kredit memberikan pinjaman uang kedapa 
debitur, dan debitur wajib mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan 
disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian hutang dilakukan 
dengan cara mngangsur setiap bulan.
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Resiko resiko yang dalami pada umunya merugikan kreditur tersebut 
perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur atas kemampuan dan 
kesanggupan dari debitur untuk membayar hhutangnya sampai dengan lunas. 
9. Tahap-tahap pembuatan perjanjian 
Sebuah perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat 
perbuatan sebelumnya atau yang  mendahuluinya dilakukan. Tahapan 
perjanjian ada tiga tahapan pembuatan perjanjian , yaitu : 
1. Tahap Pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 
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2. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara 
para pihak; 
3. Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.40 
10. Berakhirnya Perjanjian  
 Berdasarkan ketentuan menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yang mengatur tentang Perikatan Hapus Karena 
a. Karena Pembayaran 
b. Karena penawaran Pembayaran Tunai, di ikuti dengan penyimpanan atau 
penitipan 
c. Karena Pembaharuan Hutang 
d. Karena Perjumpaan Hutang atau kompensasi 
e. Karena Percampuran hutang 
f. Karena Pembebasan Hutangnya 
g. Karena musnahnya barang yang terhutang 
h. Karena Kebatalan atau pembatalan 
i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini 
j. Karena lewatnya waktu. hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri. 
Pembayaran merupakan sebuah bentuk pelunasan dari suatu perjanjian 
yang berakhir dengan adanya pembayaran sejumlah uang, maupun dengan 
pembayaran benda. Dengan demikian ketika melakukan pembayaran maka 
perikatan atau perjanjian tersebut menjadi hapus akan tetapi ada kalanya bahwa 
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perikatanya tetap ada dan perikatan ketiga menggantikan kreditur semula. 
Pembayaran dalam hal ini harus dilakukan oleh orang yang berhutang (si 
pihutang) atau kreditur ataupu orang yang dikuasakanoleh Hakim atau undang-
undang untuk menerima pembayaran bagi si pihutang. 
Pembayaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau 
penitipan merupakan salah satu cara jika si pihutang tidak ingin dibayar secara 
tunai terhadap pihutang yang dimilikinya. Dengan sistem inibarang yang 
hendak dibayar itu diantarakan kepada si berpihutang. Sebelumnya penawaran 
tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya dilakukan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah agar si berpihutang dianggap telah 
dibayar secara sah atau siberhutang telah membayar secara sah. Supaya 
pembayaran itu sah maka diperlukan untuk memenuhhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 
a. Dilakukan kepada kreditur oleh kuasanya 
b. Dilakukan oleh kreditur yang berwenang membayar 
c. Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan 
d. Waktu yang ditetapkan telah tiba 
e. Syarat  yang mana hhutang dibuat telah dipenuhi, 
f. Penawaran pembayarn telah dilakukan ditempat yang telah ditetapkan atau 





g. Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau juru sita, disertai oleh 
dua orang saksi41 
11. Wanprestasi 
Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan 
prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian, 
maka akan timbul suatu kondisi yang dinamakan wanprestasi (ingkar janji). 
Kata wanprestasi berasal sari bahasa belanda yang berati keadaan buruk atau 
suatu keadaan yang menunjukan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan 
kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.42 
Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingakar janji, yaitu kewajiban 
dari deebitur untuk memnuhi  suatu prestasi, jika dalam melaksanakan suatu 
kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debiturdianggap telah 
melakukan ingkar janji. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan 
kewajiban ganti rugi berdasarkan wanpresasi sebagai mana diatur dalam pasal 
1236 Kibat Undang Undang Hukum Perdata (untuk prestasi memberikan 
sesuatu) dan pasal 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk presati 
berbuat sesuatu).  
Kemudian berkenaan dengan prestasi dalam pasal 1243 Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: 
“penggantian biaya, rugi dan bunga  karena tidak terpenuhinya siatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang telah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya. Atau jika 
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sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya diberikan atau 
dibuatnya hanya diberikan tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”  
Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau 
mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari umur”objektif dan subjektif”. 
Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, 
sedangkan menurut subjektif, yaitu akbat yangdiduga menurut penilaian 
seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti 
luas yang meliputi unsur kesengajan dan kelalaian dalam arti sempit yang 
menyangkit kelalian saja. 
Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan 
dikehendaki. Oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperluan adanya 
maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan 
sipelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan 
sebuah perbuatan. Dimana seorang pelaku mengetahuo akan kemungkinan 
terjadi akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian 
atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali 
tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan 
prestasinya yang diwajibkan. Misalnya jual beli barang tidak titetapkan kapan 
barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar 
uang harga barang tadi. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang 





perbuatan. Apabila orang itu melakukannya maka ia melanggar perjanjian, ia 
dapat dikatakan melakukan wanprestasi. 43 
Wanprestasi masih bermacam-macam istilah maupun pengertian yang 
digunakan untuk memastikan wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah 
tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana memastikan yang 
dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. tindakan wanprestasi ini akan 
membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk 
menurut pihak yang melakukan wanpestasi agar melakukan ganti rugi.44 
Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang 
debitur dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :  
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikanya; 
c. Melakukan apa yang dijanjikanya tetapi terlambat; 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dikukannya. 45 
B. Jaminan 
C. Pengertian jaminan 
                                                             
43
 Dr. Yahman, Karakterustik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Jakarta : Kencana, 
2014, hlm 51-52 
44
 Sophar Maru Hutagalung, Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law 
dan Civil Law, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 66 
45






istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara 
kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban 
umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga 
dengan sebutan agunan. Istilah terdapat pada pasal 1 angka 23 undang-undang 
perbankan.46 Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan 
diserahkan debitur untuk menjamin pelunasan suatu hutang piutang yang telah 
di perjanjikan dengan syarat-syarat yang di sepakati. 
Hukum jaminan merupakan sebagai peraturan hukum yang mengatur 
jaminan hutang piutang seorang kreditur terhadap debitur.47 
D. Sifat Perjanjian Jaminan 
Ketika ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian sebelumnya, yaitu 
perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan ketika sebelum 
adanya perjanjian pokok, sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri 
melainkan selalu mengikuti perjanjian popok. Apabila perjanjian pokok selesai 
maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai.48 Tidak mungkin seseorang yang 
bersedia menjamin hutangnya, kalau seseorang tersebut tidak mempunyai 
hutang. Dalam hal ini perjanjian tersebut besifat accesoir. 
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Dalam perjanjian suatu perjanjian bersifat accessoir, yaitu sebuah 
perjanjian jaminan ada tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian 
kredit.perjanjian jaminan dapat dibatalkan demi hukum jika perjanjian pokok 
dinyatakan batal atau hapus demi hukum, sebaliknya jika perjanjian jaminan 
yang batal atau hapus maka perjanjian pokok juga ikut batal. Perjanjian jaminan 
bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri tetapi terdiri tergantung dengan 
perjanjian pokok sehingga perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu baru 
kemudian perjanjian jaminan mengikuti. 
Kedudukan perjanjian  jaminan yang sikontribusi sebagai accessoir 
mempunyai akibat hukum sebagai berikut: 
a. Eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok 
b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok. 
c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan juga ikut batal. 
d. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian jaminan juga ikut beralih. 
e. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka perjanjian 
jaminan juga ikutberalih tanpa adanya persyaratan khusus. 
f. Jika perjanjian pokok berakhir karena telah dilunasi atau berakhir karena 
sebab lainnya, maka perjanjian jaminan juga ikut berakhir. 
g. Jika perjanjian pokok cacat yuridis dan batal maka perjanjian mengikat 
juga ikut batal. Sebaliknya perjanjian jaminan cacat dan batal karena 
suatu sebab hukum,misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan 





perjanjian pokok juga ikut batal. Debitur juga harus melunasi hutang 
sesuai dengan perjanjian pokok sebelumnya.49 
E. Bentuk-bentuk jaminan 
Jaminan menurut cara dan terjadinya perjanjian: 
a. Jaminan yang lahir karena undang-undang 
Jaminan lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang 
keberadaannya ditunjukan undang-undangtanpa adanya perjanjian hak 
oleh kedua belah pihak yaitu yang diatur dalam pasal 1311 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
b. Jaminan yang lahir karena perjanjian 
Dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak 
untuk melakukan perjanjian yang ditunjukan untuk pelunasan atau 
pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur.  
Bentuk jaminan menurut objeknya : 
a. Jaminan benda bergerak 
Dalam perjanjian bisa menggunakan benda bergerak. Benda bergerak 
merupakan benda yang diatur dalam undang-undang merupakan benda 
yang bersifat bergerak. 
b. Jaminan benda tidak bergerak 
Dimana perjanjian menggunakan benda tidak bergerak sebagai objek 
untuk jaminan dalam sebuah perikatan. 
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c. Jaminan yang berobjek berupa tanah 
Dimana perjanjian menggunakan tanah sebagai objek untuk jaminan 
perikatan yang disepakati. 
Jaminan menurut sifatnya : 
a. jaminan umum 
Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur 
kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling 
mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur yang 
lainnya.50 
Jaminan umum adalah segala sesuatu kebendaan debitur, baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 
baru akan ada.menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan, 
kebendaan tersebut menjadi jaminan bagi semua orang yang memberikan 
hutang pada kreditur,apabika debitur wanprestasi maka pendapatan 
penjualan barang-barang itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut 
besar kecil hutang piutang masing-masing,kecuali apabila kreditur itu 
mempunyai alasan alasan yang sah untuk didahulukakan. Tetapi tanpa 
diperjanjikan sebelumnya oleh pihak-pihak terkait, kreditur sudah 
mempunyai hak verhal atas benda-benda milik debitur. 
Jadi, hak-hak tagihan seseorang debitur dijamin dengan adanya : 
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1) semua barang-barang yang dipunyai oleh debitur, yaitu barang barang 
milik debitur yang saat itu juga ada pada saat perjanjian dibut. 
2) Semua barang-barang yang akan ada, yaitu barang-barang pada saat 
pembuatan perjanjian hutang piutang tersebut belum menjadi kepunyaan 
debitur, tetapi di kemudian hari menjadi milik debitur. Jadi, hak kreditur 
juga meliputi barang-barang yang akan menjadi kepunyaan debitur, 
dengan alasan kemudian hari benar-benar menjadi milik debitur. 
3) Semua barang-barang yang kepunyaan debitur menjadi jaminan untuk 
sebuah perikatan, yaitu barang yang bergerak maupun barang yang tidak 
bergerak. 
b. Jaminan khusus 
Jaminan khusus merupakan jaminan yang menunjukan atau menyerahkan 
barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur 
secara khusus yang hanya berlaku untuk kreditur tententu baik secara 
kebendaan maupun secara perorangan. 
c. Jaminan yang bersifat kebendaan  
Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang bersifat benda dilembaga dalam 
bentu hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan gadai.  
d. Jaminan yang bersifat perorangan 
Dalam jaminan yang bersifat perorangan tutntutan pelunasan hutang hanya 
dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik pihutang 
dengan pinjaman. 





1) Yang menguasai benda jaminanya 
Sebagi kreditur yang pemilik pihutang dengan menguasai penda bergerak 
lebih amanterutama benda bergerak yangmudah dipindah tangankan. 
Contohnya gadai  
2) Tanpa menguasai benda jaminannya 
Apabila hutang piutang menggunakan jamianan yang tidak dikuasai oleh 
kreditur maka dalam posisi ini debitur masih dapat memanfaatkan benda 
jaminanan tersebut, contohnya hipotik. 
F. Fidusia  
Fidusia berasal dari kata latin fiducia yang menurut kamus hukum berarti 
kepercayaan.51  
a. Pengertian jaminan fidusia 
Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 
tentang jaminan fidusia bahwa yang dimaksud jaminan fidusia adalah  
“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap 
dalam penguasaan pemilik benda.”  
Adapun yang dimaksud dengan jamiinan fidusia menurut pasal 1 angka 2 
undang-undang nomor42 tahun 1999 yaitu : 
“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang 
tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak 
dapat dibebani hak tanggungan, sebagai mana yang dimaksud Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tepat 
beradadalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 
hhutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan yang 
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” 
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Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya 
fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu 
benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara 
kepercayaan, maka hanya kepemimpinannya saja diserahkan sedangkan 
bendanya masih dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. 
b. Sifat Jaminan Fidusia 
1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir, sebagaimana 
dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, 
yang berbunyi  
“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian 
pokokyang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 
suatu prestasi.” 
2) Selalu menikuti bendanya (droit de suite) 
3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga 
dan memberi kepastian hukum pada pihak yang berkepentingan. 
4) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak recerence, 
artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur 
lain dalam pelunasan pihutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU 
No. 4 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.  
5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak preference, 
artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur 
lain dalam pelunasan pihutangnya, sebagaimana diatur dalam posisi 27 
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 





Tujuan pendaftaran  fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi 
penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda 
yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan 
terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor 
pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.   
Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam  pasal 11 
UU No. 45 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa : 
1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 
2)  Dalam hal benda yang dibebani berada di luar wilayah Negara 
Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tetap berlaku. 
Berdasarkan  pasal 12 dan 13 UUJ, pendaftaran jaminan fidusia 
dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat 
II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran 
Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia tingkat Provinsi. 
Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke 
Kantor Pendaftaran  Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya 
melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan 
fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 45 Tahun 1999) 
1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia 
2) Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris 





3) Data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia. 
4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
5) Nilai penjaminan 
6) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
d. Pengalihan  dan Hapusnya Jaminan Fidusia 
Pengalihan hak atas hhutang (cession), yaitu  pengalihan pihutang yang 
dilakukan dengan akta otentik mauoun akta dibawah tangan. Yang dimaksud 
dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan 
dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hhutang dengan jaminan 
fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru 
(kreditor baru). Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang 
beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran  Fidusia.52 
Pengalihan perjanjian  pokok dalam mana diatur hak atas pihutang yang 
dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan 
kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya kreditur baru 
harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran  Fidusia. 
e. Hapusnya hhutang yang dijaminkan secara fidusia 
yang dimaksud dengan hapusnya  hhutang adalah antara lain karena 
pelunasan dan bukti hapusnya hhutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. 
                                                             
52
 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 





Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan 
fidusia tercantum pada adanya pihutang yang diamin pelunasannya. 
Hapusnya fidusia karena musnahnya hhutang yang dijamin dengan 
fidusia sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai 
perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hhutang 
/kredit. Jadi, Jika  perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka 
jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan 
hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas 
untuk menpertahankan  haknya atau melepaskan haknya. 
Dengan musnahnya obyek  jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga 
hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya 
musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 
diansuransikan  dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, 
maka hak klaim asuransi dapat  digunakan sebagai  pengganti benda yang 
menjadi obyek jaminan fidusia  dan diterima oleh  penerima fidusia, karena 
menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUJF bahwa jaminan fidusia meliputi  
klaim asuransi, dalam hal  benda yang menjadi obyek  jaminan fidusia 
diasuransikan dan musnahnya benda yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia 
tidak menghapus klaim asuransi. 
G. Hak tanggungan 
Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 





1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak dengan 
benda-benda lainnya yang merupakan salah kesatuan dengan tanah itu, untuk 
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.53 
Hak tangggungan merupakan implementasi dari amanat pada pasal 51 
Undang-Undang Pokok Agraria sebagai upaya untu dapatmenampung serta 
sekaligus mengamankan kegiatan pengkreditan dalam upaya memenuhi 
kebutuhan tersediannya dana untuk menunjang kegiatan pembangunan.54 
Hak tanggungan sebagai bagian dari hak jaminan, Hak Tanggungan 
memberikan kedududkan diutamakan kepada pihak kreditur tertentu kepada 
kredittur lainnya droit de preference). Adapun ciri-ciri pokok hak tanggungan 
sebagai berikut : 
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur-krediturnya. 
b. Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun berada. 
c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas 
d. Mudah dan pasti pelaksanaannya eksekusinya.55 
Asas-asas hak tanggungan sebagai berikut : 
a. Hak tanggungan bersifat memaksa yaitu tidak dimungkinkan untuk 
melakukan penyimpanan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-
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Undang Hak Tanggungan, kecuali ketentuan lainnya yang diperkenankan, 
mengakibatkan tidak berlakunya hak tanggungan tersebut. 
b. Hak tanggungan dapat beralih atau dipindahkan yaitu hak tangggungan 
lahir dari sebuah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok lainnya , 
yang bersifat accesoir, merupakan hutang yang menjadi dasar beralihnya 
hak tanggungan tersebut. Hak tanggungan dapat beralih atau berpindah 
tanggan, dengan terjadinya peralihan atau perpindahan hak milik atas 
pihutang yang dijamin dengan jaminan hak tanggungan tersebut. 
Peralihan tersebut terjadi apa bila ada sebab dan alasan tertentu yang 
mengakibatkan peralihak hak tanggungan.  
c. Hak tanggungan bersifat induvidualiteit yaitu hak tanggungan yang dapat 
dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum 
dapat ditentukan terpisah. Hak tanggungan merupakan hak yang berdiri 
sendiri, terlepas dari hal-hal yang lainnya. Suatu hapusnya hak 
yanggungan yang satu membawapengaruh terhadap hak tangungan 
lainnya yang dibebankan diatas hak tanah yang dijamin dengan hak 
tanggungan tersebut.  
d. Hak tanggungan bersifat menyeluruh yaitu yang melekat menjadi satu 
kesatuan dengan bidang tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan, 
maka eksekusi hak tanggungan atas bidang tanah tersebut juga meliputi 
segala ikutannya, melekat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah 
yang dijaminkan dengan hak tangungan tersebut. 





f. Hak tanggungan berjenjang yaitu berdasarkan pada saat pendaftaran hak 
tanggungan dan pada saat dilakukannya pendaftaran dilakukan pada saat 
yang bersamaan, barulah peringkat hak tanggungan tersebut ditentukan 
berdasarkan pembuatan akta pemberian hak tanggungan. 
g. Hak tanggungan harus diumumkan berdasarkan asas publisitas. 
h. Hak tanggungan mengikuti bendanya yaitu dimana hak kebendaan berada 
maka dilindungi ketangan siapapun benda yang dimiliki dengan hak 
kebendaan tersebut beralih. Dengan atau tanpa gantirugi hak kebendaan 
tersebut berhak untuk menuntutnya kembali. 
i. Hak tanggungan bersifat mendahului, apabila hutang menggunakan 
jaminan hak tanggungan maka pelunasan hutang bersifat mendahului, 
dengan cara menggunakan sendiri bidang tanah dengan dijaminkan hak 
tanggungan tersebut. Dan selanjutnya memeperoleh pelunasanya dengan 
hasil penjualan hingga sejumlah nilai pihutang kreditur, mana yang lebih 
rendah. 
j. Hak tanggungan yang terbatas yaitu hak tanggungan hanya di tunjukan 
bagi pelunasan hutang yang lahir dari suatu perjanjian accesoir saja. 
Subjek hak tanggungan terdiri dari pnerima hak dan pemberi hak. 
Pemberi hak tanggungan dapat berupa perorangan atau badan hukum 
yang mempunyai kewenanagan untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap objek hak tanggungan yang harus ada pada saat pendaftaran hak 





berupa orang berorangan maupun badan hukum yang berkedudukan 
sebagai pihak yang berpihutang dalam kata lain kreditur. 
Objek hak tanggungan yaitu hak atas tanah yeng berupa hak milik, hak 
guna usaha, dan hak guna bangunan. Selain itu hak atas tanah yang berupa atas 
tanah negara dapat pula dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan dapat pula 
dibebani pada hak atas tanah berikut bangunannya, tanaman, dan hasil karya 
yang telah ada yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 
tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak yang dinyatakan 
pembebanannya dinyatakan dengan tegas. Satu objek hak tanggungan dapat 
dibebani lebih dari satu hhutang. 
Lima jenis hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan 
yaitu : 
a. Hak milik, 
b. Hak guna usaha, 
c. Hak guna bangunan, 
d. Hak pakai, baik hak milik ataupun hak atas negara, 
e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada 
maupun yang akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut 





dengan tegasdan dinyatakan didalam akata pemberian hak atas tanah yang 
bersangkutan.56 
C. Akta 
1. Pengertian Akta 
Akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta”, dan akta dalam 
Bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno 
Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda yang memuat peistiwa-
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak 
semula dengan sengaja untuk pembuktian.57 
Akta adalah pernyataan terttulis yang ditadatangani dibuat oleh seseorang 
atau pihak lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti 
dalam proses hukum. Ini berat bahwa akta adalah surat yang diberi tanda 
tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, 
untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus 
ditandatangani. Keharusan ditandatanginya surat untuk dapat disebut akta 
ternyata dari pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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 Menurut Subekti, ia mengatakan akta berbeda dengan surat, yaitu 
suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang 
suatu peristiwa dan ditandatangani. 58 
Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal 
yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih 
lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat 
pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terkait dalam 
suatu perjanjian ditunjukan untuk pembuktian dikemudian hari.59  
2. Jenis-Jenis Akta 
1.  Akta Otentik 
Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai 
gesta atau instrumenia forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau 
akta publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae 
personae). Dari berbagai kata tersebut diatas kemudian muncul kata-kata 
publicare dan insinuari, actis inseri, yang artinya mendaftarkan secara publik.60 
Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat perjanjian yang ditandatangani, 
dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk 
keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto Kusumo 
akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang membuat peristiwa-peristiwa, 
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yang menjadi dasar dari suatu hak perikatan, yang dibuat dnegan sejak semula 
dengan sengaja untuk pembuktian.61 
Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-
undang, untuk itu dibuat dihadapan pejabat umum dan yang berwenang untuk 
itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata).  
Keistimewaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang 
sempurna (volledig bewijs tentang apa yang dimuat dilamnya), artinya apabila 
seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai berikut, maka hakim 
harus menerima dan menganggap apa yang tertulis didalam akta merupakan 
peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, dan hakim tidak boleh 
memerintahkaan penambahan pembuktian. 
Dalam hal suatu perjanjian, apa yang dijanjiakan, dinyatakan dalam akta 
autentik itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para 
pihak sebagai yang dilihat dan didengar oleh notaris terutama benar mengenai 
tanggal akta, tandatangan didalam akta, identitas yang hadir, dan tempat dibuat 
akta itu, merupakan kekuatan pembuktian formal, sebagai kekuatan pembuktian 
materiil isi atau materi akta adalah benar.62 
Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama 
bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “ Akta otentik adalah suatu 
akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa 
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menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari 
pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk 
dimuat didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik 
tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa 
yang dilakukan atau dilihat dihadapanya.63 
2. Akta Dibawah Tangan 
Akta dibawah tangan atau onderhands acte adalah acta yang dibuat tidak 
oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan 
ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya 
perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa.64 
Dalam hal ini apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian 
tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatanganya, tidak menyangkal isi 
apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau 
resmi. Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: 65 
“Sesuatu tulisan dibawah tangan orang terhadap siapa tulisan itu hendak 
dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang sebagai diakui, memberikan 
terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan 
orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu 
akta autentik, dan demikian pula berlakulah pasal 1871 untuk tulisan itu.” 
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Pasal 1871 Kitab undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : 
“Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada 
hubunganya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat 
berguna sebagai pemulaan pmbuktian dengan tulisan.” 
3. Partuj Acte atau Akta Para Pihak 
Partuj Acte adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak 
yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang 
berwenang, tetapi inisiaifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, 
sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyawa, 
dan lain-lain. 
4. Ambtelijk Actte atau Akta Pejabat atau Process Verbaal Acte 
Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu 
dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang diliat dan apa yang 
dilakukan. Jadi, inisiatifnya berasal dari orang yang namanya tercantum dalam 
akta itu. sebagai contoh akta pejabat misanya berita acara yang dibuat oelh 
Polisi atau Panitera Pengganti dalam persedangan.66 
3. Kekuatan Pembuktian Akta 
 Dalam pembuatan pembuktin akta autentik terdapat 3 aspek yang harus 
diperhatikan, aspek-aspek tersebut ialah : 
a. Lahiriah (uitwendige bewijkskracht) 
Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri 
untuk membuktikan keabsahannya sebgai akta autentik. Jika dilihat dari luar 
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(lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sesuai 
dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, 
maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, 
artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik 
secara lahiriah. dalam hal ini bebanpembuktian ada pada pihak yang 
menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris 
sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dinotaris yang bersangkutan, baik yang 
ata pada minuta atau salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sebagai 
dengan akhir akta. 
Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus 
dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat 
bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak 
memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang brsangkutan wajib 
membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.  
Penyangkalan atau pengingkaran Bahwa secara lahiriah akta notaris 
sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus 
didasarkan kepada syarat-syarat notaris sebagai akta otentik. Pembuktian 
semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Pengggugat 
harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek 
gugatan bukan akta notaris. 67 
b. Formil (formele bewijskracht) 
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Sebuah akta notaris harus memberikan kepastian pada suatu kejadian dan 
fakta dalam akta tersebut dilakukan pleh notaris atau diterangkan oleh para 
pihak yang menghadap mengatakan apa yang tercantum pada akta sesuai 
dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. secara formal 
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, 
tahun, waktu menghadap, dan juga para pihak yang menghadap, tanda tangan 
para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta pembuktian apa yang 
dilihat dan disaksikan, dan didengar oleh notaris, dan mencatat keterangan atau 
pertanyaan para pihak yang menghadap (pada akta pihak). 
Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka  harus 
dibuktikan formalitas dari akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran 
hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidak 
benaran maka mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang 
dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat 
membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak yangg 
diberikan/disampaikan dihadapan notaris, dan ketidak benran tandatangan para 
pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak 
dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut 
harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta 
notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidak benaran tersebut, maka akta 
tersebut harus diterima oleh siapapun.68 
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c. materiil (materiele bewijskracht) 
Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang 
tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak 
yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang berlaku untuk umum, 
kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan 
yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan 
para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris dan para pihak harus 
dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku 
sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris 
kemudian/keteranganyadituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar 
berkata demikian. Jika ternyataan pertanyaan/keterangan. Para penghadap 
terssebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak 
sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris 
mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / 
diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.69 
4.  Bentuk Grosse Akta 
Dalam ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg. surat pengakuan hutang 
dibuat dihadapan notaris, menunjukkan surat tersebut harus dibuat secara 
autentik. Oleh karena itu, surat pengakuan hutang dibuat dalam bentuk akta 
autentik sebagai salah satu syaratnya. 
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Kemudian syarat dalam pasal tersebut surat atau akta pengakuan hutang 
berkepala “Atas Nama Undang-Undang”, setelah berlakunya Undang-Undang 
Kekuasaaan Kehakiman (sejak tahun 1970 sampai sekarang) kepala akta 
tersebut perkataannya berubah menjadi”DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan memenuhi syarat-syarat 
tersebut , maka surat pengakuan hutang bentuknya berupa grosse akta atau 
pengakuan hutang. 
Pengertian grosse akta diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, grosse akta 
adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kapala akta 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, 
yang mempunyai kekuatan eksekutorial.  
Grosse akta yang dirumuskan dalam pasal tersebut merupakan salinan 
akta pengakuan hutang sebenarnya tidak tepat, karena grosse akta harus 
menunjuk kepada akta (asli akta). Bukan kepada salinan akta. Hal ini 
disebabkan yang namanya salinan akta harus sesuai dengan aslinya. Seorang 
notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mungkin mengeluarkan salinan akta 
tidak sesuai dengan aslinya, karena disamping merupakan perbuatan tercela 
yang merupakan tindak kejahatan yang dapat dihukum pidana berdasarkan 
Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu grosse akta 
pengakuan utamg berkepala „DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang salinannya juga harus sama isinya 





Mahkamah Agung menjelaskan pengertian grosse akta pengakuan hutang 
sebagaimana surat yang ditujukan kepada Saudara Soetarno Soedjo tanggal 16 
April 1885 No. 213/229/05/II/Um-Tu/Pdt. Menyebutkan, pengertian Akta 
Grosse seperti yang dimaksud Pasal 224 RID (Reglemen Indonesia 
Diperbaharui atau HIR) ialah suatu akta autentik yang berisi suatu pengakuan 
hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/ 
melunaskan sejumlah hutang tertentu. Hal ini akta grosse tidak dapat 
ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih persyaratan tersebut 
berbentuk perjanjian (Subekti, 1988).  
Grosse akta pengakuan hutang diterbitkan oleh notaris, selain berkepala 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, 
maka bentuk aktanya harus mengikuti ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004. Bahwa grosse akta pengakuan hutang pada bagian 
kepalanya bertuliskan “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA”, sedangkan bagian akhir atau penutup akta sesuai 
ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Notaris harus memuat kata-kata “ 
diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang 
memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. 
Untuk grosse kedua dan selebihnya, notaris tidak begitu mudah untuk 
mengeluarkannya, karena harus ada perintah hakim setelah pihak yang 
berkepentingan kepada akta yaitu kreditur mengajukan permohonan ke 
pengadilan. Di samping merupakan peringatan keras yang harus diturut oleh 





yang bersangkutan tidak terlalu mudah dan seenaknya saja mengeluarkam 
grosse  kedua sebagai pengganti yang pertama (Supardji,1989).70 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kekuatan hukum surat perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah 
tangan. 
Bahwa penulis menemukan surat perjanjian hutang piutang yang dibuat 
dibawah tangan antara Ibu Ratini sebagai pihak debitur dan Ibu Suki Carini 
sebagai pihak kreditur. Kedua belah pihak mennyepakati perjanjian hhutang 
piutang sebagai berikut : 
1. Pihak kedua telah memberikan pinjaman kepada pihak pertama berupa 
uang senilai Rp. 10.000.000,. (Sepuluh Juta Rupiah). 
2. Pihak pertama telah menerima pinjaman uang dari pihak kedua senilai Rp. 
10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). 
3. Pihak pertama setuju dan bersedia untuk mengembalikan uang pinjaman 
dalam jangka waktu satu bulan sejak surat perjanjian ini ditanda tangani. 
Demikian surat perjanjian ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa 
paksaan, surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan memiliki kekuatan 
hukum yang sama, untuk bisa menjadi pedoman bagi kedua belah pihak atas 
hak dan kewajiban masing-masing.
71
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Secara ringkas Menurut penulis, surat perjanjian dengan sengaja dibuat 
oleh para pihak untuk membuktikan adanya suatu perjanjian yang telah terjadi 
dan di sepakati oleh kedua belah pihak, walaupun surat perjanjian tersebut 
dibuat oleh para pihak itu sendiri dengan perjanjian dibawah tangan. 
Hutang piutang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang 
pihak dalam kepentigan masing-masing pihak , Perjanjian hutang piutang ini 
sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-
masing pihak yang bertimbal balik. kegiatan tersebut yaitu memberikan sesuatu  
barang yang berupa benda atau pun uang kepada seseorang dengan sebuah 
perjanjian, dan pihak yang satunya akan membayar yang sama dengan yang dia 
terima. 
Pengertian hutang piutang sama halnya pengertian dengan perjanjian 
pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yang mana dalam ketentuan pasal 1754 yang berbunyi sebagai 
berikut:  
“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam 
dan keadaan yang sama pula.” 
Sebuah perjanjian terdapat syarat sah perjanjian yang diatur dalam 
ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
menyatakan bahwa: 
“ Untuk syarat sah perjanjian diperlukan empat syarat: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 





3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal.” 
Menurut ketentuan pasal 1875 Kitab UndangUndang hukum perdata 
menyatakan bahwa :  
“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui orang terhadap siapa 
tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-
undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang 
yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang 
yang mendapat hak dari padamereka, buti yang sempurna suatu akta 
otentik.” 
1. Lahiriah 
Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan mempunyai kekuatan 
yang pasti untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Akta 
otentik di buat sesuai dengan aturan hukum yang sesuai dengan aturan hukum 
yang sudah ditentukan. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta 
tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu 
dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya.  
2. Formil (formele bewijskracht) 
 Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang 
hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan juga para pihak yang 
menghadap, tanda tangan para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta 
pembuktian apa yang dilihat dan disaksikan, dan didengar oleh notaris, dan 
mencatat keterangan atau pertanyaan para pihak yang menghadap. 





 Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat, atau 
keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris dan para pihak 
harus dinilai benar. Jika ternyataan keterangan Para penghadap tersebut 
menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. 
Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris 
mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk 
para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. 
Maka dari pengertian tersebut hutang piutang dan dalam ketentuan 
syarat sah perjanjian adalah kesepakatan merupakan hal yang sangat penting 
untuk dipenuhi yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
dan tidak disyaratkan perjanjian secara tertulis, diam-diam, dan simbol-simbol 
tertentu. Suatu kesepakatan yang dilakukan dengan cara tertulis dapat 
dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Sehingga 
perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan. Walaupun perjanjian tersebut 
dibuat secara tidak dibuat tertulis perjanjian itu sah dan mengikat kedua belah 
pihak apabila dari pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur 
tersebut akan dikenakan denda maupun hukuman. 
Ketentuan pembuktian dari sebuah surat perjanjian yang dibuat dibawah 
tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh R. Soeroro, S.H. Dalam bukunya 
yang berjudul Perjanjian dibawah tangan, sebuah akta dibawah tangan adalah 
akta yang dibuat tidak oleh tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan 





yang mana pembuktianya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama 
dengan suatu akta otentik apabila pihak yang menanda tangani surat perjanjian 
itu tidak menyangkal tandatangannya, ia berarti tidak menyangkal kebenaran 
apa yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut. Namun apabila antara pihak-
pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda 
tangannya atau isisurat tersebut, maka pihak tersebut diwajibkan untuk 
membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. 
Sedangkan akta otentik memiliki keistimewaaan atau kekuatan yaitu 
suatu alat buktian yang sempurna, karena suarat perjanjian tersebut dibuat oleh 
pihak yang berwenang dan bentuk surat perjanjiannya di tentukan oleh undang-
undang. Kesempurnaan disini berati akta tersebut dengan sendirinya dapat 
membuktikan dirinya sebagai akta otentik dapat berlaku sebagai yang benar 
diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta 
otentik apabila digunakan dimuka pengadilan adalah akta yang cukup bagi 
hakim tanpa harus diminta alat bukti lainnya.72  
B. Perlindungan hukum kepada kreditur jika debitur wanprestasi sementara 
dengan perjanjian hutang piutang dibuat di bawah tangan. 
Secara ringkas penulis menjabarkan posisi hukum surat perjanjian bahwa 
pihak ke dua dalam hal ini Ibu Suki Carini telah memberikaan pinjaman kepada 
Pihak Pertama dalam hal ini Ibu Ratini sebesar Rp. 10.000.000., yang 
disepakati akan dilunasi satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat.   
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Dalam perjanjian hutang piutang antara pihak pertama Ibu Ratini dan 
Pihak ke dua Ibu Suki Carini, menurut keterangan Ibu Suki Crarini kepada 
penulis tanggal 29 September 2019, dirumahnya Ibu Suki Carini 
menyampaikan bahwa Ibu Ratini sebagai (debitur) telah melunasi hhutangnya 
kepada Ibu Suki Carini sebagai (kreditur). Ibu Suki Carini memberikan 
keterangan kepada penulis, perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah 
tangan tanpa jaminan apapun. 
Menurut analisa penulis dalam Carini sebuah perjanjian hhutang piutang 
debiur sering kali sewenang wenang dalam melaksanakan pretasinya, sehingga 
disini kreditur sering kali mendapat kerugian atas lalainya debitur. Contohnya 
dalam hal perjanjian hhutang piutang yang terjadi pada permasalahan yang 
penulis bahas dalam skripsi ini, lalainya debitur sering kali terjadi pada 
perjanjian yang kurangnya peraturan dalam pembuatan perjanjian.  
Menurut Soebekti menjelaskan bahwa wanprestasi seorang debitur 
dapat berupa : 
1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggipi akan dilakukannya. 
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
yang dijanjikannya, (melaksanakan tetapi salah). 
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya.73 
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Dalam hal ini perlindungan hukum kepada kreditur jika debitur 
wanprestasi sementara apalagi dengan menggunakan perjanjian dibawah 
tangan. Keditur dapat mengantisipasi dengan menggunakan jaminan yang di 
pegang oleh kreditur dalam kata lain kreditur sebagai kreditur preferen atau 
kreditur yang diistimewakan, maka kreditur  akan mendapat keuntungan yang 
lebih menguntungkan apa bila kreditur telah melakukan kesepakatan berupa 
perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jamianan kebendaan, dengan 
syarat jaminan tersebut di pegang oleh kreditur.  
Dalam sebuah perjanjian hutang piutang dengan menggunakan hak 
jaminan diatur dalam  
Pada pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang 
menerangkan bahwa :  
“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergarak maupun yang tidak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi 
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 
Menerangkan bahwa 
“ Kebendaan termasuk jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 
menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-
bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang 
masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan 
yang sah utuk didahulukan.” 
Pada pasal 1139 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata menjelaskan 
pihutang –pihutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara 
lain : 
1. Biaya perkara perkara yang semata-mata yang disebabkan suatu 
penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak 
bergerak. Biaya ini dibayar dari penapatan penjualan benda tersebut 





2. Uang-uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya pengikatan 
yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai 
kewajiban memenuhi persetujuan sewa. 
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar. 
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang. 
5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih 
harus dibayar kepada seorang tukang. 
6. Apa yang telah diselesaikan oleh seorang pengusaha rumah penginapan 
sebagai demikian kepada seorang tamu. 
7. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya penambahan 
8. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, 
dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan 
benda-benda tidak bergerak, asal saja pihutangnya tidak lebih tua dari tiga 
tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si 
berhutang. 
9. Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus 
dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, 
karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan 
yang dilakukan dalam jabatanya. 
Apabila kreditur tidak mengunakan jaminan tersebut maka kreditur 
mendapatkan pelunasan setelah kreditur yang didahului terlebih dahulu, 
sehingga dengan menggunakan jaminan kebendaan maka dengan secara 
memaksa debitur melunasi hutang terhadap kreditur lebih cepat dilunasi dan 
tidak menutup kemungkinan debitur melaksanakan prestasinya sesuai dengan 









1. Kekuatan hukum surat perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah tangan, 
pembuatan surat perjanjian hutang piutang bukan hanya dilakukan begitu saja 
melainkan sebagai suatu perbbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat 
hukum yang bersumber dari hukum itu sendiri sehingga surat perjanjian 
hutang-pihutang yang dibuat dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum 
tetap sama seperti dengan kekuatan hukum yang autentik.  
2. Perlindungan hukum kepada kreditur jika debitur wanprestasi sementara 
kepada perjanjian hhutang piutang dibawah tangan, maka perlindungan 
hukumnya sesuai dengan apa yang telah tertulis di akta tersebut.  Dalam 
pejanjian dengan menggunakan surat perjanjian yang notaril maka 
perlindungan hukumnya sesuai dengan surat perjanjian notaril tersebut. 
Sedangkan dalam perjanjian yang mengguanakan surat perjanjian di bawah 
tangan dimana kreditur sebagai kreditur preferen yang mempunyai kedudukan 
yang sama dengan krediur lainnya. Sehingga kreditur mendapat pelunasan 
yang sama dengan kreditur lainnya jadi tidak ada ya g di istimewakan dalam 
perjanjian hutang piutang ini. Apa bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian 
dibawah tangan kreditur bisa melaporkan dengan membawa suurat perjanjian 
tersebut dengan para saksi yang ada pada saat perjanjian tersebut dibuat. 
B. Saran  
Dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian hutang piutang yang dibua 





undang yang berlaku sebab tidak menjamin adanya kepastian dan perlindungan 
hukum bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu 
penulis menyarankan sebagai berikut : 
1. Saran kepada kreditur 
Kreditur merupakan sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada 
debitur, atau sebagai pihak yang berpihutang sebaiknya lebih teliti dalam 
membuat perjanjian kepada debitur , karena jika sebuah perjanjian yang 
dibuat unntuk debitur tidaklah memaksa dapat dimungkinkan debitur lalai 
dalam memenuhi prestasinya, sehingga kreditur harus lebih tegas lagi 
dalam membuat perjanjian kepada pihak yang berhutang supaya apabila 
terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan kreditur bisa untuk menuntutnya 
dengan mudah sesuai dengan perlindungan hukum yang berlaku. 
2. Saran kepada kreditur 
Debitur merupakan pihak yang mempunyai hutang atau pihak yang 
berhutang kepada kreditur, sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat 
suatu perjanjian, karena sebuah janji yang telah di ucapkan dan di 
sepakati maka itulah yang harus dilaksanakan karena dengan janji 
tersebut debitur telah mengikatkan dirinya kepada pihak kreditur untuk 
melakukan prestasinya, dan jika debitur tidak melaksanakan prestasinya 
atau melanggar kesepakatan yang telah di sepakati maka debitur akan 
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